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TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

Menimbang S
g

b.

Mengingat e (K

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemillhan Umum
Kabupaten Blitar Tentang Mekanisme Penyelenggaraan
Debat Publik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar
Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara



R

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Independen Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun
2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun

2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan



Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara



Memperhatikan

Menetapkan

.

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019
tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Blitar Nomor 182/PK.01-BA/3505/KPU-
Kab/X /2020 Tanggal 12 Oktober 2020.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Blitar Nomor 189/PK.01-BA/3505/KPU-
Kab/X /2020 Tanggal 16 Oktober 2020

MEMUTUSKAN

K_*EJPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
B]\.ITAR TENTANG MEKASNISME PENYELENGGARAAN
DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
B];ITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN
2020.



KESATU . Menetapkan Frekuensi dan Peserta Debat Publik Atau
Dé}bat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020
se*lpagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak
teli'pisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Jadwal Debat Publik Atau Debat Terbuka
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada
Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana

texi‘lampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini;

KETIGA :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

g
Ditetapkan di Blitar

“ Pada tanggal 19 Oktober 2020
' KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR,
ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

WPATEN BLITAR
Spalf p Bagian Hukum,






